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Atasi Keterbatasan Akses BUMD

Senayan menyoroti persoalan kelembagaan yang
menghambat perkembangan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD). Banyak BUMD menghadapi
keterbatasan akses untuk menyelesaikan berbagai
persoalan lintas kementerian dan lembaga.

ANGGOTA Komisi I DPR Edi
Oloan Pasaribu mengatakan, un-
tuk mengurus satu masalah saja,
BUMD harus berhadapan dengan
banyak institusi, mulai dari Ote-
ritas Jasa Kevangan (OJK),
Kementerian Keuangan, hingga
Kementerian Datam Negeri (Ke-
mdagri). Kondisi ini membuat
pengambilan keputusan menjadi
[ambat dan tidak efisien

“BUMD itu menghadapi de-
fisit akses. Untuk mengurus
satu masalah, mercka harus
berhadapan dengan banyak ke-
menterian dan lembaga,” wjar
Edi dalam keterangannya, Sablu
(24/1/2026).

Edi menilai, situasi itu lidak
sehanding dengan peran stralegis
BUMD dalam pembangunan

dacrah dan pelayanan publik.
Sebagai salah satu solusi atas ma-
salah itu, Komisi [T DPR mendo-
rong pembentukan badan khusus
di tingkal pusal yang menangani
urusan BUMD secara terpadu,

“Karena eskalasinya sudah
nasional dan keluhannya ba-
nyak, maka perlu badan khosus
urusin BUMD,” tegas legislator
Fraksi PAN itu.

Selanjutnya, pembentukan
UU BUMD juga telah mendapat
kesepakatan bersama antara
Komisi I DPR dan Pemerintah,
khususnya Kemdagri, Penyusu-
nan RUU itu akan dilakukan ber-
dasarkan hasil pengawasan dan
masukan dari berbagai dacrah,

Dia berharap, dengan adanya

badan khusus urusan BUMD,
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Edi Oloan Pasaribu

fata kelola BUMD ke depan
akan lebih terarah dan profe-
sional. Karena tujuan akhir dari
nisfatif tersebut adalah menjad-
kan BUMD sebagai asel dacrah
yang benar-benar produk(i.
Terkait RUU BUMD, Wakil
Ketua Komisi 1T DPR Aria
Bima mengatakan, regulasi
itu merupakan salah satu alat
penting untuk memperkuat olo-
nomi dacrah di sektor ckonomi
RUU bersifat strategis untuk

mengoreksi prakiik sentralisast
kewenangan,

Dia menilai, daerah tidak
akan pernah bisa mandii jika
ruang geraknya terus dibatasi
kewenangan pusat, “Kita tidak
bisa lagi mengandalkan sistem
perekonomian yang lerpusat.
Olenotmi daerah harus nyata di
sektor ekonomi,” tegasnya.

Politikus PDIP ity menyoroti
masih adanya kecenderungan
sentralisasi pengelolaan sumber
daya alam yang berpotensi meng-
hambat kemandiran fiskal dagrah,
Kontradiksi kebijakan pusal jusiru
mermbuat dacrah kelilangan in-
sentil unbuk membangun kekua-
L ckonominya sendird

*Kalau dacrah diminta mandi-
ri tapi kewenangannya ditarik ke
pusat, ini sama dengan dilepas
kepalanya tapi buntutnya masih
dipegang,” ujarnya.

Anggota Komisi [ DPR Tau-
fan Pawe menambahkan, ke-
beradaan BUMD harus membert
kontribusi nyata dan terukur
lerhadap Anggaran Pendapatan

dan Belanja Dacrah (APBD).
BUMD tidak bolch hanya jadi
simbul otonomi dacrah lanpa
dampak ekonomi yang konkret.

Menurut Taufan, pembangun-
an dacrah harus diarabkan pada
kegiatan yang memiliki cfek
berganda terhadap pertumbuban
ekonom. Karena dar pandangan-
niya saal ind, orientast kebijakan
kepala dacrah masih sering ter-
jebak pada proyek-proyek yang
ticak produkdif secara ekonomi.

Politikus Partai Golkar it
mengingatkan, pembangunan
dacrah tidak boleh berhenti pada
proyek-proyek yang bersifat
kosmetik atau sekadar pernik-
pernik kota atau kabupaten.
Kepala daerah harus berani
mendorong kebijakan yang ber-
dampak langsung pada pengua-
tan ckonomi dan kesejahteraan
masyarakat.

“Pembangunan boleh untuk
pelayanansosial dan infrastruktur,
tapi harus punya multiplier effect
terhadap pertumbuhan ckonomi
dacrah,” tegas Taufan, wpve
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